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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pertimbangan hukum pertanggungjawaban pidana yang dibebankan 

kepada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di 

Pengadilan Negeri Kupang 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertimbangan hukum yang 

dibebankan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual 

di Pengadilan Negeri Kupang menempatkan anak tidak hanya sebagai 

subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatannya, tetapi 

juga sebagai individu yang hak-haknya harus dilindungi. Hakim tetap 

menjatuhkan pidana pokok berupa penjara, namun dibatasi oleh prinsip-

prinsip khusus yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti pembatasan 

ancaman pidana, penerapan tindakan selain pidana, serta kewajiban hakim 

mempertimbangkan faktor usia, kondisi psikologis, dan masa depan anak.  

2. Kesesuaian pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak 

pidana kekerasan seksual dengan asas kepentingan terbaik bagi anak 

Kesesuaian pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana 

kekerasan seksual dengan asas kepentingan terbaik bagi anak di 
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Pengadilan Negeri Kupang tercermin melalui keseimbangan antara 

perlindungan korban dengan upaya rehabilitasi anak pelaku. Hal ini 

diwujudkan melalui vonis yang bersifat korektif dan edukatif, bukan 

sekedar represif, yaitu dengan memberikan pidana yang disertai tindakan 

pembinaan seperti pelatihan kerja dan pendampingan psikologis di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak tetap dimintai 

pertanggungjawaban pidana, namun sistem hukum berusaha memastikan 

bahwa pemidanaan tidak menghilangkan kesempatan anak untuk 

memperbaiki diri dan kembali berintegrasi dalam masyarakat.  

B. Saran 

Saran dari penulis untuk penelitian ini adalah kedepannya diharapkan 

adanya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas ketentuan Undang-Undang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam aspek penafsiran terhadap 

ketentuan Pasal 71 ayat (1) mengenai pidana pokok bagi anak. Pemerintah juga 

diharapkan menyediakan fasilitas rehabilitasi, layanan psikoterapi, dan pusat 

pembinaan khusus anak pelaku tindak pidana, sehingga proses pemidanaan 

benar-benar mendukung reintegrasi sosial dan mencegah residivisme. 

Penanganan perkara anak sebagai pelaku harus lebih konsisten menerapkan 

prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan memperhatikan aspek 

psikologis, latar belakang keluarga, dan potensi perbaikan anak. Aparat 

penegak hukum juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai psikologi 

anak agar proses peradilan tidak menimbulkan trauma baru, baik bagi anak 

pelaku maupun korban.
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